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Lampiran 2: Daftar Pertanyaan Wawancara

a.

Tahap Perencanaan
Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi dalam proses
perencanaan pengelolaan APBDesa?
Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan
pengelolaan APBDesa?
Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan APBDesa yang dilakukan
oleh pemerintah desa?
Siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka perencanaan
pengelolaan APBDesa?
Apakah ada komitmen dari pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?
Bagaimana pemerintah desa mengakomodir segala masukan dari peserta
musyawarah desa dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa?
Tahap Pelaksanaan
Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan
penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses
pelaksanaan program yang didanai dari APBDesa?
Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip transparansi dalam
pelaksanaan APBDesa?
Apa saja program pemberdayaan masyarakat yang didanai oleh APBDesa)
Tahap Pelaporan
Terkait laporan pertanggungjawaban, apakah juga di informasikan kepada
masyarakat? Biasanya dalam bentuk lisan apa tulisan? Dan dengan

menggunakan media apa?
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Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur structural yang telah
ditentukan? Sudah sesuai dengan visi dan misi organisasi atau belum?
Apakah penyerahan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan
desa setiap akhir waktu diserahkan sesuai batas waktu yang telah ditentukan?
Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam proses
pertanggungjawaban pengelolaan APBDesa?
Apakah pemerintah desa memiliki rekening bank untuk proses pencairan
ADD?
Bagaimana mekanisme proses pencairan APBDesa?

Tahap Pertanggungjawaban
Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam
pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?
Apakah ada kesulitan dari pemerintah desa dalam membuat
pertanggungjawaban administrasi? Sudah sesuai dengan standar yang
berlaku atau belum?
Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program APBDesa dengan yang telah
direncanakan sebelumnya?
Bagaimana pemerintah desa dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam
pertanggungjawaban administrasi?

Tahap Pengawasan
Apakah dalam musrenbangdes BPD selalu hadir?
Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan

kepada desa dalam rangka pengelolaan ADD?
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Daftar narasumber di Desa Persatuan, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten

Sinjai
No Nama Narasumber Jenis Kelamin Jabatan
1 | H. Ibrahim, S.IP Laki-laki Kepala Desa
2 | Imran, S.Pd Laki-laki Sekretaris Desa
3 | Irwan Faisal Laki-laki Kaur Keuangan
4 | Rusli Laki-laki Tokoh masyarakat
5 | Dina Perempuan Tokoh masyarakat
6 | Ria Perempuan Tokoh masyarakat
7 | Ali Laki-laki Tokoh masyarakat
8 | Andi Darwis Laki-laki Tokoh masyarakat
9 | H. Syahid Laki-laki Tokoh masyarakat
10 | Usman Laki-laki Tokoh masyarakat
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Lampiran 4: Daftar Jawaban Wawancara

Informan 1:

Informan 2:

Informan 3:

Informan 4:

Informan 5:

Informan 6:

Informan 7:

Informan 8:

Informan 9:

Kepala Desa
Sekretaris Desa
Kaur Keuangan
Bapak Rusli

Ibu Dina

Ibu Ria

Bapak Ali
Bapak Darwis

Bapak H. Syahid

Informan 10: Bapak Usman

l. Tahap Perencanaan

Peneliti

Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi dalam
proses perencanaan pengelolaan APBDesa?

Informan 1:

Proses dari APBDesa itu pemerintahan desa mengundang RT, RW,
lembaga, masyarakat memberikan kesempatan pada warga untuk
mengusulkan program-program untuk merencanakan kegiatan itu. Jadi
perencanaan itu dari kepala desa itu ada masukan dari lingkungan dari
RT, RW. Jadi itu adalah perencanaan dalam pembuatan anggaran
pendapatan dan belanja desa (APBDesa). Proses pembuatan
APBDesa, pertama kepala desa mendengarkan masukan dari
masyarakat desa di sini adalah RT, RW. Setelah itu di RAPBDesa
(rancangan pendapatan dan belanja desa), lalu RAPBDes
dimusyawarakan dan disampaikan di lembaga BPD. Jadi sebelum
ditetapkan APBDesa mengali masukan dari masyarakat, dan dibuat
pemerintah desa RAPBDesa dan dimusyawarakan dengan lembaga
BPD. Setelah dimusyawarakan ada kesepakatan atau kesepahaman itu
ditetapkan yang namanya APBDesa. (hasil wawancara dengan kepala
desa)

Informan 2:

Awal perencanaan mengadakan pertemuan dengan perangkat desa,
BPD, RT, RW serta masyarakat untuk menyampaikan dan menjelaskan
program melalui musrenbangdes. (hasil wawancara dengan sekretaris
desa)

Informan 1:

Semua perangkat desa dan BPD saya wajibkan untuk mengikuti
musrenbang yang berkaitan dengan pembangunan. Selain itu saya juga
mengundang tokoh masyarakat seperti RW, RT, tokoh agama, dan
juga masyarakat. (hasil wawancara dengan kepala desa)

Peneliti:

Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan
pengelolaan APBDesa?

Informan 2:

Tingkat partisipasi masyarakat sangat baik. Terbukti saat adanya
musrenbang masyarakat sangat antusias hadir dalam memberikan
masukan program. Dan saat pelaksanaan masyarakat ada yang
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bersenang hati untuk membantu proses pembangunan dengan
melakukan gotong royong setiap hari. (hasil wawancara dengan
sekretaris desa)

Informan 9:

Biasanya dalam bentuk musrenbangdes dan ada undangan dari kepala
desa dan ketika saya mendapatkan undangan musrenbangdes dan
tidak sedang ada acara maka saya selalu berusaha untuk dapat hadir.
( hasil wawancara dengan H. Syahid)

Informan 7:

Selama saya tidak ada acara yang penting saya selalu hadir dalam
rapat perencanaan APBDes. (hasil wawancara dengan Bapak Ali)

Informan 10:

lya, ketika mendapat undangan musdes saya selalu berusaha untuk
dapat hadir. (hasil wawancara dengan Bapak Usman)

Peneliti:

Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan APBDesa yang
dilakukan oleh pemerintah desa?

Informan 2:

Sesuai dengan kebutuhan, mana yang dibutuhkan yang lebih awal ya
itulah yang diprioritaskan. (hasil wawancara dengan sekretaris desa)

Peneliti:

Siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka
perencanaan pengelolaan APBDesa?

Informan 2:

Unsur yang terlibat seperti perangkat desa, BPD, RT, RW serta tokoh
masyarakat. (hasil wawancara dengan sekretaris desa)

Informan 6:

Saya diundang dalam musrenbang oleh kepala desa. (hasil wawancara
dengan Ibu Ria)

Peneliti:

Apakah ada komitmen dari pemerintah daerah untuk meningkatkan
partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi
dana desa?

Informan 2:

lya ada. (hasil wawancara dengan sekretaris desa)

Peneliti:

Bagaimana pemerintah desa mengakomodir segala masukan dari
peserta musyawarah desa dalam proses perencanaan pengelolaan
dana desa?

Informan 2:

Ya pasti kita memilih yang lebih utama kita usulkan dan disesuaikan
dengan kebutuhan yang begitu mendesak. (hasil wawancara dengan
sekretaris desa)

Informan 10:

Dengan melihat yang paling utama dan dengan adanya musyawarah
untuk mufakat.(hasil wawancara dengan Bapak Usman)

Informan 8:

Pada saat saya menghadiri musyawarah, kepala desa menanggapi
usulan dari masyarakat dengan baik. Mendahulukan usulan yang
penting dan usulan tersebut disepakati bersama di acara rapat tersebut.
(hasil wawancara dengan Bapak Darwis)

Informan 7:

Semua peserta yang usul ditampung menjadi satu, kemudian di
evaluasi dan didahulukan usulan yang paling penting dan selanjutnya
disepakati bersama. (hasil wawancara dengan Bapak Ali)

Tahap Pelaksanaan

Peneliti:

Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan
dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam
proses pelaksanaan program yang didanai dari APBDesa?

Informan 4:

Berdasarkan musrenbangdes yang dilakukan dan disesuaikan dengan
perencanaan sebelumnya untuk melakukan pembangunan yang
dilaksanakan oleh TPK dengan apa yang menjadi usulan masyarakat.
TPK disini tidak hanya dari pihak perangkat desa melainkan juga ada
perwakilan dari masyarakat. (hasil wawancara dengan Bapak Rusli)

Informan 5:

Yang melaksanakan APBDesa itu pemerintah desa, dan yang
mengontrol sesuai dengan aturan perda itu adalah BPD yang
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mengontrol pengawasan pemerintah desa terutama jalannya
pelaksanaan APBDesa. ( hasil wawancara dengan Ibu Dina)

Peneliti:

Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip transparansi dan
akuntabilitas dalam pelaksanaan APBDesa?

Informan 3:

Adanya keterbukaan dan mengacu pada RAPBDesa. Dalam
mendukung transparansi pihak TPK membuatkan papan kegiatan pada
titik kegiatan akan diselenggarakan sesuai kebutuhan kegiatan dan
setelah selesai kegiatan akan dipasang prasasti agar masyarakat dapat
melihat dan memberikan tanggapan maupun saran langsung kepada
TPK sehingga aspirasi masyarakat langsung dapat diserap oleh TPK.
(hasil wawancara dengan Bapak Imran)

Informan 4:

Dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan program
yaitu dengan membuat LPJ dan setiap kegiatan harus ada kwitansi.
(hasil wawancara dengan BapakRusli)

Informan 3:

Setiap ada pengadaan barang dan jasa harus disertai dengan kwitansi
dan telah disetujui oleh sekretaris desa. (hasil wawancara dengan kaur
keuangan)

Peneliti:

Apa saja program masyarakat yang didanai oleh APBDesa?

Informan 4:

Betonisasi jalan, jembatan, drainase ( hasil wawancara dengan Bapak
Rusli)

Il. Tahap Pengawasan

Peneliti:

Apakah dalam musrenbang BPD selalu hadir?

Informan 5:

lya selalu hadir. (hasil wawancara dengan lbu Dina)

Peneliti:

Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah
kecamatan kepada desa dalam rangka pengelolaan ADD?

Informan 5:

Bentuk pengawasannya dalam hal ini dari kecamatan ada pembinaan
yang juga ada pendamping untuk mengawal kegiatan tersebut. Di
sektor desa kita mengikuti petunjuk atau prosedur dari pelaksanaan
APBDes di mana pelaksanaan tersebut dilakukan oleh Tim Pelaksana
APBDes. (hasil wawancara dengan |bu Dina)

Informan 1:

Dari tahap perencanaan kita dampingi diharapkan nanti tidak ada
kesalahan. Dan pada saat pelaksanaan kita juga mengadakan
pendampingan, jadi kami mengetahui apabila ada potensi pelanggaran
kita memberikan pembinaan atau teguran untuk memperbaiki
pelaksanaannya. Dan apabila SPJ tidak lengkap, kami berikan saran
dan pembinaan sehingga meminimalisir tingkat kesalahan. (hasil
wawancara dengan kepala desa)

Informan 4:

Pengawasan dilakukan dengan turun ke dusun-dusun mengkoordinasi
yang terkait dan juga dibantu oleh ketua RW, pembinaan vyaitu
sekretaris desa beserta kaur perencanaan di bawah naungan kepala
desa. (hasil wawancara dengan Bapak Rusli)

Informan 6:

Kami juga melakukan pengawasan dan juga pendampingan bahkan ikut
turun tangan apabila ada yang perlu dibantu setiap kali ada
pembangunan ataupun kegiatan sehingga dapat meminimalisir
kesalahan. (hasil wawancara dengan Ibu Ria)

V. Tahap Pelaporan

Peneliti:

Terkait laporan pertanggungjawaban, apakah juga di informasikan
kepada masyarakat? Biasanya dalam bentuk lisan apa tulisan? Dan
dengan menggunakan media apa?
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Informan 10:

lya, biasanya dalam bentuk tulisan yang ditempel pada papan
pengumuman. Laporan pertanggungjawaban selalu diinformasikan
kepada masyarakat, biasanya dalam bentuk tulisan yang ditempel pada
papan pengumuman. Proses pelaporan sudah melalui jalur struktural
yang telah ditentukan, akan tetapi kadang masyarakat tidak mau tau
dengan informasi yang disampaikan oleh pihak pemerintah. (hasil
wawancara dengan Bapak Usman)

Informan 2:

Laporan pertanggungjawabannya ke BPD, akhir tahun pemerintahan
desa membuat laporan ke BPD terkait bentuk pertanggungjawaban
kinerja pemerintah desa dalam kurung satu tahun. Laporan LPJ juga
disertai bukti-bukti seperti kwitansi, dokumentasi. Dan pelaksanaan
pekerja juga harus ada pelaporan misalnya dalam program
pembangunan seperti absensi. Program APBDesa terdapat banyak
program dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam
penyelenggaraan pemerintahan. (hasil wawancara dengan sekretaris
desa)

Peneliti:

Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur struktural yang telah
ditentukan? Sudah sesuai dengan visi dan misi organisasi atau belum?

Informan 3:

Sudah, tetapi kadang masyarakat banyak yang gak tau dan gak mau
tau. Kami membuat semua laporan pertanggungjawaban, pada tahun-
tahun sebelumnya penyerahan laporan pertanggungjawaban selalu
tepat waktu. (hasil wawancara dengan kaur keuangan)

Informan 1:

Dalam penatausahaan APBDesa 98% sudah memenuhi ketentuan dan
peraturan yang ada. Dalam memenuhi laporan pertanggungjawaban
sudah memenuhi LPJ, LPPD dan semua produk hukum yang ada di
Desa Persatuan sudah memenuhi ketentuan yang berlaku atau
menurut permendagri, peraturan desa sama peraturan bupati. (hasil
wawancara dengan kepala desa)

Peneliti:

Apakah penyerahan laporan pertanggungjawaban pengelolaan
keuangan desa setiap akhir waktu di serahkan sesuai batas waktu yang
telah ditentukan?

Informan 3:

Untuk tahun-tahun sebelumnya selalu tepat waktu, tetapi di tahun

2019 adanya kemunduran sedikit dalam pelaporan. (hasil wawancara
denga kaur keuangan)

Peneliti:

Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam
proses pertanggungjawaban pengelolaan APBDesa?

Informan 3:

Banyak, seperti LPJ, buku kas umum, buku rekapitulasi, laporan
realisasi APBDesa semester I, dll. (hasil wawancara dengan kaur
keuangan)

Peneliti:

Apakah pemerintah desa memiliki rekening bank untuk proses
pencairan ADD?

Informan 3:

lya memiliki. Bank BRI. (hasil wawancara dengan kaur keuangan)

Peneliti:

Bagaimana mekanisme proses pencairan dana APBDesa?

Informan 3:

Ketika ada uang masuk kaur keuangan mengecek kemudian dilaporkan
kepada kepala desa. Kepala desa mengecek anggaran apa saja yang
masuk. Kemudian kepala desa mengadakan musrenbangdes dan
membentuk TPK. TPK membuat RAP. Kemudian RAP diserahkan
kepada sekdes. Kemudian diajukan ke kepala desa untuk diverifikasi,
setelah kepala desa ACC selanjutnya diserahkan kepada kaur
keuangan untuk membuat surat permintaan pembayaran dan
bendahara mencairkan dana sesuai ajuan pelaksana. (hasil wawancara
dengan kaur keuangan)
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Tahap Pertanggungjawaban

Peneliti:

Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas
dalam pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?

Informan 6:

Ketika program akan dilaksanakan setelah mendapat nota
kemudian diserahkan kepada bendahara, bendahara baru
mengambilkan dana dari Bank BRI kemudian diserahkan kepada
tim pelaksana. (hasil wawancara dengan lbu Ria)

Informan 3:

Jadi setiap sekali pemerintahan desa menyatakan laporan
pertanggungjawaban melalui pengumpulan di kecamatan.
Dengan melampirkan bukti-bukti yang dibutuhkan. ( hasil
wawancara dengan kaur keuangan)

Informan 2:

Setiap tiga bulan sekali selalu diadakan evaluasi pelaksanaan
APBDes yang mengundang tokoh masyarakat, BPD, perangkat
desa. Evaluasi dilakukan untuk mewujudkan transparansi dalam
APBDes dan diharapkan adanya masukan-masukan demi
berjalannya program. (hasil wawancara dengan sekretaris desa)

Peneliti:

Apakah ada kesulitan dari pemerintah desa dalam membuat
pertanggungjawaban administrasi? Sudah sesuai dengan
standar yang berlaku atau belum?

Informan 1:

Tidak ada dan iya sudah sesuai standar dengan membuat
laporan  pertanggungjawaban disetiap kegiatan. (hasil
wawancara dengan kepala desa)

Informan 2:

lya sudah sesuai, artinya setelah SPJ selesai diserahkan kepada
bagian pemerintahan setelah diverifikasi oleh Tim Pendamping
dari kecamatan. (hasil wawancara dengan sekretaris desa)

Peneliti:

Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program APBDesa
dengan yang telah direncanakan sebelumnya?

Informan 1:

Sudah sesuai. (hasil wawancara dengan kepala desa)

Informan 7:

lya, melalui di buku kas umum, dilengkapi dengan bukti-bukti
pendukung yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang
penerima jika berbentuk bantuan sosial, juga dimintakan surat
kepenerimaan dan nota-nota yang sah. (hasil wawancara
dengan Bapak Ali)

Peneliti:

Bagaimana pemerintah desa dalam melaksanakan prinsip
transparansi dan akuntabilitas dalam pertanggungjawaban
administrasi?

Informan 1:

Dengan membuat LPJ setiap 3 bulan dan setiap tahun. Ketika
program akan dilaksanakan setelah mendapat nota dan sudah
ditandatangani oleh kepala desa kemudian diserahkan kepada
kaur keuangan, kaur keuangan baru mencairkan dana yang di
ambil dari Bank BRI kemudian diserahkan kepada tim pelaksana.
(hasil wawancara dengan kepala desa)

Informan 8:

Masyarakat bisa mengontrol karena bersifat transparan,
khususnya ada dana yang turun dan yang disalurkan ini ada
semacam panitia di situ karena setiap bangunan ada pengajuan
proposal karena dibuat bukti kalau desa ini ada pembangunan,
dan buktinya yaitu proposal. Karena berapa yang dibutuhkan itu
sesuai dengan pengajuan. Papan informasi yang ada di Desa
Persatuan ada. (hasil wawancara dengan Bapak Darwis)
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Informan 2:

Ketika ada uang masuk bendahara mengecek kemudian
dilaporkan kepada kepala desa. Kepala desa mengecek
anggaran apa saja yang masuk. Kemudian kepala desa
mengadakan musrenbangdes dan membentuk TPK. TPK
membuat RAP. Kemudian RAP diserahkan kepada sekdes.
Kemudian diajukan ke kepala desa untuk diverifikasi, setelah
kepala desa ACC selanjutnya diserahkan kepada kaur keuangan
untuk membuat surat permintaan pembayaran dan kaur
keuangan mencairkan dana sesuai ajuan pelaksana. (hasil
wawancara dengan sekretaris desa)

Peneliti:

Bagaimana pemerintah desa dalam menyerap aspirasi dan
usulan masyarakat?

Informan 5:

Kita mengajak dari bawah, RT, RW dan masyarakat musyawarah
ketika ada kekurangan kita bicarakan dan bisa dialokasikan. Kita
sosialisasikan mulai dari masyarakat, RT, RW supaya ikut
memilih dan menilai Desa Persatuan ini. Supaya muncul
pemikiran-pemikiran yang positif dan tidak seluruhnya ini
ditangani oleh perangkat dan harus dengan RT, RW, masyarakat
ikut terlibat. (hasil wawancara dengan ketua BPD)

Informan 8:

Pada saat saya menghadiri musyawarah, kepala desa
menanggapi usulan dari masyarakat dengan baik.
Mendahulukan usulan yang penting dan usulan disepakati
bersama di acara rapat tersebut. (hasil wawancara dengan
Bapak Darwis)
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Lampiran 5: Dokumentasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 2019
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Lampiran 6: Papan Pengumuman
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Lampiran 7: Kegiatan Fisik







